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Yth. Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024
(Terlampir)

di -

Tempat

Dasar Hukum :

a.
b.

dengan
1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tahapan dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum; dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI1/2023.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, maka
ini Bawaslu Kabupaten Bangkalan menghimbau beberapa hal sebagai berikut:
Mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dalam Pemilihan Umum dapat melakukan

sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Partai Politk Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik

di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemily;

b. Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan
dengan metode:

1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;

2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu)
hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta

Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;




d.

Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c,

sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik

Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau

3) media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta
Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27
ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dalam
pemilihan Umum;

Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat- tempat yang dilarang (merujuk

pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), sebagaimana telah

diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XX1/2023 yang berbunyi:

“menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,
kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin
dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye
pemilu”

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam

poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai

Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur

ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Tembusan:

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur

2. Arsip
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Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Partai NasDem;

Partai Buruh;

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA),
Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA),

Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA);
Partai Amanat Nasional (PAN);

Partai Bulan Bintang (PBB);

Partai DEMOKRAT;

Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Partai Persatuan Indonesia (PERINDO),

Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Partai UMMAT.




